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0 Audit Universe

0 Landasan Pemikiran

SPIP, Penerapan audit universe dalam pemeriksaan BPK,
Kolaborasi, Transparansi dan Akuntabilitas

0 Pembahasan

Best Practices
Kolaborasi Pemeriksaan Pemda [ Residual Risk, Big Data
Analytics, , Akselerasi, Transparansi Dan Akuntabilitas

Keuangan Daerah]
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Audit Universe

Definisi - e
| . There IS nO “one
‘ /— Sekumpulan kompenen atau unit dalam suatu organisasi atau
program kegiatan yang dapat diaudit (auditable components) Sl Ze f|tS al I”

untuk dapat mendukung perencanaan audit dalam
mengidentifikasi cakupan pemeriksaan yang paling sesuai

/— Pendekatan audit dalam audit universe

Memetakan risiko, pengendalian, dan peraturan-peraturan
pada setiap unit bisnis sehingga pemahaman komprehensif
atas seluruh aktivitas dapat dinilai dengan baik

v

Tujuan

Memberikan tingkat transparansi pada area yang tidak diaudit Audit mempertimbangkan
dan area yang yang berisiko yang akan diaudit sehingga dapat skala, kompleksitas, dan
membantu pengambilan keputusan untuk menggunakan sumber tingkat risiko dari organisasi

daya yang optimal yang dibutuhkan dalam pelaksanaan audit atau area bisnis
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Bagaimana peran BPK sebagai auditor ekstern melaksanakan audit

universe dengan berkolaborasi dengan auditor intern?

‘ESIGHT

Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah
(PP No 60/2008)

Pengawasan Intern :

e Audit Pemerintah

. Reviu pusat ‘

. Evaluasi . zeme;:ntah

« Pemantauan acra KOLABORASI
« kegiatan

pengawasan lain

Untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan
organisasi (good governance) melalui kegiatan yang efektif dan

efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset
negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

Tujuan
Pengendalian
Intern

Prof. Dr. Bahrullah Akbar, m.B.A., ciPm., CPA,CSFA., CFrA.

Tugas BPK
(UU 15/2006)

Memeriksa pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan
negara yang dilakukan oleh
Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah, Lembaga Negara
lainnya, BI, BUMN, BLU,
BUMD, dan lembaga atau
badan lain yang mengelola
keuangan negara

Transparansi

e

Enchancing Economicy
Efficiency, Ethics, Equity

R Effectiveness

Assuring
Accountability

Enhancing Transparency

Combating Corruption

| OBJECTIVE/GOALS‘

Good
Governance

Akuntabilitas
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Kolaborasi

'?'4 Kolaborasi dimaknai sebagai kebersamaan,
& | . )

| kerja sama, berbagi tugas, kesetaraan, dan
tanggung jawab dimana pihak-pihak yang
berkolaborasi memiliki tujuan yang sama,
kesamaan persepsi, kemauan untuk
berproses, saling memberikan manfaat,
kejujuran, kasih sayang serta berbasis
masyarakat, Haryono, 2012.

transparansi  adalah  memberikan  informasi
keuangan vang terbuka dan jujur kepada
masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa
masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara
terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban
pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang
dipercayakan kepadanya dan ketaatan pada

peraturan perundang-undangan.

akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan
>Jransparelcym T e

S g 'm'm kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat
.«,maé‘w} ] E g— i dipertanggungjawabkan serta sebagai umpan balik bagi
E; ot oK) | . . . . . . . .
% = oggg%mnment pimpinan organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja
o =

organi_sf_asi_:p‘ada masa yang akan datang.

¥ @8 Acuntabilit
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Keuangan Negara

BEST PRACTICE AUDIT UNIVERSE

Refocusing & Realokasi

Refocusing & Realokasi

Kesehatan
% Kesehatan
D . PS Keuangan Keuangan BUMN Masyarakat
Ekonomi & Keuangan (PEN) .
Ekonomi & Keuangan (PEN)
PBJ Masa Darurat
Penanganan Bencana
Penanganan Bencana
Rpefoc:smgfz ReBallo kz?5| rop K tﬂodéLAwal . Hibah Dalam Neger
he eng ema_ an selanja . . Anggaran Tahunan Bl ontr HSl e.pes‘e aan Anggaran BUMN Hibah Luar Negeri
Realokasi Cadangan Refocusing & Realokasi Premi Penjaminan Donasi
Penghematan TKDD Hasil Investasi Cadangan Penjaminan
Refocusing & Realokasi Pinj Likuiditas Jangka Pendek
efocusing & Realokasi Refocusing & Rezlokas ‘ |n|a‘ma-nh| uiditas Jangka en-e‘ ‘
Kesehatan Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Prinsip Syariah )
i Kesehatan Pini likuiditas K Pembelian Barang
JPS 'njaman Likuldrias Khusus Penjaminan Simpanan Kelompok Nasabah CSR Santunan

Ekonomi & Keuangan (PEN)
PBJ Masa Darurat
Penanganan Bencana

Ekonomi & Keuangan (PEN)
Penanganan Bencana

Pembelian SUN/SBSN
Repo SBN LPS
Repo SUN/SBSN Korporasi/ Swasta

Hibah dari Donatur ke Penerima

BPKP Kemdagri
dan P 8 Departemen Audit Internal Audit Internal Audit Internal BNPB
Insepektorat Jenderal K/L Inspektorat Daerah
LKPP/LKKL/LK BUN LPKD LKT BI LK LPS LK BUMN LP) Dana Masyarakat
aba Laporan Interim Laporan Interim Laporan Interim Laporan Interim Laporan Interim Laporan Interim

Laporan Manajemen

Laporan Manajemen

Laporan Manajemen

Laporan Manajemen

Laporan Manajemen

Laporan Manajemen

Pemangku Kebijakan (Kemenko, Kementerian Keuangan, K/L, KSSK, BI, OJK, LPS)

Pelaksana Kebijakan
Penerima Manfaat

Prof. Dr. Bahrullah Akbar, m.B.A., ciPMm., CPA ,CSFA., CFrA.
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BIAYA PENANGANAN COVID-19 Rp695,9T
INTERVENSI KESEHATAN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL (PEN) 596,40T

Program Kesehatan 995 Perlindungan Sosial

IBanIuanIuran BPJS L8 F M PKH dan Bantuan Beras PKH
Penanganan Covid-19 LXY. 4 Sembako dan Ban Tunai Semb:
Gugus Tugas Covid-19 $¥74 Bansos Jabodetabek
Ins. Pajak Bid Kesehatan (1Y M Bansos Non Jabodetabek
Ins. Tng. Medis [0 Pra Kerja
San. Kematian Tng. Medis 1119 Diskon Listrk
Cad. Vaksin dan Perlinsos LM Bl T Dana Desa
Ban. Subsidi Gajl Kemenaker

Ban Gajl Guru Kemendikbud
Program PC-PEN per
28 Desember 2020
berdasarkan Laporan
Monev POKJA PEN
Kementerian Keuangan

DEMAND SIDE
SUPPLY SIDE

Ban Gaj Guru Kemenag
Subsidi Kuota Int Kemendikbud

Bant Internet Kemenag

Pk VE  Insentif Usaha

1206 UMKM

17,0 Pemb. Korporasi

60,7  Sektoral KL danPemda 678

R PPh21 DTP
LW PPh 22 Impor

[} PPh 25

58100 Pengembalian PPN
74)] Pen. TarfPPh Bdn
(RIY Abodemen Listnk
S1k1 InsentfBM DTP
el Bantalan

29

115

382

039

403 Subsidi Bunga
1339 Penempatan Dana
2159 Pen| Kredt UMKM
155 PPh Final DTP
1878 LPDB KUMKM
169 BPUM

058 Cad. UMKM 2021

53

(Perlindungan Sosial + Sektoral KL Pemda disalur ke masyarakat)
(Ins. Usaha, UMKM, Pemb. Korporasi, Sektoral KL & Pemda)

2407 Program Padat Karya KIL 20,96‘
(LX) Insentf Perumahan 054

1293 PMN BUMN
66,70 Pinjaman Investasi BUMN

25 Pen Kredt Korporasi 201 Panwsata 285
108 SWF 15 DID Pemulihan Ekonomi H
129 Cad. DAK Fiskk 1
288 Pinjaman Dagrah 2
367 Bantuan Pesantren 261

Perluasan PEN KPUPR 159
Dampak Covid Naker 053
Peta Peluang Investasi 0,08

Sertifkat Dai 004

Perluasan PEN Kementan 154

362 5 Komunikasi PEN 032
1~ PENKATRBN 005

PROGRAM PEMULIHAN EKONONI NASIONAL SR oerifcasi TKON 001

&’rof. Dr. Bahrullah Akbar, m.8.A., cipPm., cPA,CSFA., CFrA.
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Residual Audit

l o . ] Meningkatkan
Penilaian risiko audit dalam _ transparansi karena
perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan adanya pertukaran
audit lebih difokuskan pada area penting informasi peta risiko dan
terjadinya kecurangan atau penyimpangan area-area kunci

l . . . Menjelaskan kepada
Tujuan utama Risk-based audit publik proses dan
> mengurangi risiko audit, hasil verifikasi pilar-

‘ » meningkatkan efisiensi pelaksanaan audit pilar governance

l » memastikan pencapaian tujuan dan secara komprehensif

sasaran organisasi

Risiko-risiko

Melihat pemeriksaan

> risiko strategis terkait dengan risiko pencapaian tujuan, _
‘ > risiko kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan melalui follow the
> risiko operasional yaitu kendala implementasi kebijakan money and follow
karena kompleksitas sistem, risiko keuangan, dan risiko the function

kecurangan dan penyalahgunaan wewenang
SFA CFIA. Integritas | Independensi | Profesionalisme



Kepala Daerah

di\ o?\ 1\

Pertahanan Lini Pertama Organisasi Pertahanan Lini Kedua Organisasi Pertahanan Lini Ketiga Organisasi
Pelaksanaan a :

Shavmn | e

oleh Atasan s an : APIP

(Pemisahan
Pengendalan Mutu

fungsi, Otorisas!

Penyelenggara

Transaksi .

pembatasan assurance dan early warning

akses dsb.) activites (PP 60/2018, SPIP)
Unk Kepatuhan internal

Peran APIP sebagai third line dalam three lines of defense melalui kegiatan pengawasan dan pemantauan membantu

BPK mengelola pemeriksaan melalui risiko yang masih tersisa (Residual risk)
Prof. Dr. Bahrullah Akbar, m.84., ciPm., CPA,CSFA., CFIA. Integritas | Independensi | Profesionalisme



Anggaran dan Realisasi Penanganan Pandemi
Covid-19

pada Pemerintah Daerah

(dalam juta rupiah)

36.308.659,21 21.572.852,79 59,42

34.491.132,64 22.769.663,39 66,02
10.143.849,15 3.729.772,39 36,77

2.679.168,61  784.840,40 29,25 M

83.622.809,61 48.857.128,97 58,43

Sumber data: Portal covid.bpk.go.id [Per 19 Januari 2021 untuk 523 pemda
hrof. Dr. Bahrullah Akbar, M.B.A., CIPM, CPA,CSFA., CFrA.
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Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2020°

WP
B {16! 485 —

Perkembangan Opini LKPD TA 2017 - 2019

THP
1342%) pada 542 Pemda
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400
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300
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250
200
114
OPINI LAPOR”A""Q KEUANGCAN 150
100
1 Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP) 50
2 Wajar Dengan Pengecualian 0
~ (WoP) o | | - . -
= ‘ Hal ini mengindikasikan semakin meningkatnya "2017 m2018 201
4 Tidak Memberikan Pendaps g gkatny

(TMP) " transparansi dan akuntabilitas di pemerintah daerah

Prof. Dr. Bahrullah Akbar, M.B.A., CiPM., CPA,CSFA
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Hasil pemeriksaan atas kinerja penggunaan aplikasi Pemda tahun 2019

Penggunaan Aplikasi Perencanaan Daerah/e-planning

Tidak Membangun
Mempunyai Sendiri Kemendagri
Aplikasi 4% 1% Aplikasi Pihak
52% Ketiga lainnya
27%

Membangun Sendiri

Kemendagri

Aplikasi Pihak Ketiga lainnya
= BPKP
Tidak Mempunyai Aplikasi

Hingga Semester | Tahun 2019 hanya terdapat empat pemda (0,74%) yang
menggunakan aplikasi perencanaan dari Kemendagri. Sebanyak 22 pemda
(4,05%) menggunakan aplikasi perencanaan yang dibangun sendiri, 145
pemda (26,75%) menggunakan aplikasi dari pihak ketiga lainnya, 88 pemda
(16,24%) menggunakan aplikasi dari BPKP, dan sisanya sebanyak 283 pemda
(52,21%) tidak diketahui menggunakan sistem aplikasi atau tidak

Prof. Dr. Bahrullah Akbar, mM.B.A., ciPM., CPA ,CSFA., CFrA.

Penggunaan Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Aplikasi Pihak SIPKD dan SIMDA Tidak Diketahui
1,29%
Ketiga Lainnya 0,37%
14,39% SIPKD
’ P 14,39%

SIPKD
SIMDA

Aplikasi Pihak Ketiga Lainnya

SIPKD dan SIMDA

SIMDA
» Tidak Diketahui 69,56%

Hingga Semester 1 Tahun 2019, hanya terdapat 78 pemda (14,39%) yang
menggunakan aplikasi SIPKD. Sebagian besar pemda, yaitu sebanyak 377 pemda
(69,56%) menggunakan aplikasi SIMDA dari BPKP. Sedangkan sisanya sebanyak 78
pemda (14,63%) menggunakan aplikasi dari pihak ketiga lainnya, sebanyak 2
pemda (0,37%) menggunakan aplikasi SIPKD dan SIMDA secara bersamaan, dan
sebanyak 7 pemda (1,29%) tidak diketahui apakah menggunakan sistem aplikasi atau

tidak
Integritas | Independensi | Profesionalisme



Mengidentifikasi dan
menilai risiko bisnis yang

Mengidentifikasi dapat diaudit dengan
risiko kunci mengolah data-data yang
tersedia

Implementasi big data
analytics ke dalam audit

Dukungan universe
] Proses untuk , Implementasi Kolaborasi :
B / g D ata menelusuri, Auditable Desk dan r er.note audit, Qbagaimana menseragamkan
A I. t . mentransformasi, dan area > menglu:_:,url data-data ‘ pemahaman data-data atas
naiitics melakukan modelling menjadi sebuah treng, laporan keuangan pemda untuk
pola hubungan yang dapat diterjemahkan menjadi

0 big dat.
d d Ia m AUdIt >/£i]nfc;?rrc:1asi dalam terkait program terarah dan terukur

pengambilan antara pemeriksa intern dan

’ Keput ekstern;
Unlverse putusan Qdiperlukan kapasitas Building

pemeriksa intern dan ekstern dari
traditional audit mindset

Dukungan :
1. Sistem Aplikasi Pemeriksaan
. (SIAP)
2. Konsolidasi yang didukung oleh
Portal Covid,

3. cs disajik
IR EUWIE MR kDar, /.84, CIPM., CPA,CSFA., CFrA. Integritas | Independens?ﬁ%ﬁ%ﬁ%jn aci?cov/d




AKSELERASI, TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH

WA AT 15 A
N T EG AT E D Agar pemerintah tidak hanya mengejar opini WTP, namun

- juga mendorong pemerintah untuk mengelola sumber
daya yang ada semaksimal mungkin untuk
melaksanakan program pembangunan yang
berdampak pada peningkatan kesejahteraan

Pemeriksaan yang menggabungkan aspek-aspek
Pemeriksaan Keuangan dan Pemeriksaan Kinerja.
Practice Notes ISSAI 1770 rakyat
Tujuan pemeriksaan keuangan sektor publik lebih

luas dari sekadar menyatakan opini tetapi dibutuhkan

tambahan laporan yang menekankan kepada aspek

kinerja atas program utama dari suatu pemerintah Kolaborasi peran ﬁTahap perencanaan pemeriksaan : \
INTOSAI oversight anta_ra BPK BPK memanfaatkan secara maksimal hasil
_dengan pemeriksa laporan APIP dan kerangka residual risk
@g Inter v’ Tahap pelaksanaan Pemeriksaan: Kontrakting
Out dengan KAP/BPKP/APIP

v’ Tahap Pelaporan dan pasca Pelaporan :
Penggunaan Evaluasi dan Monitoring peran

KBPKP /

Prof. Dr. Bahrullah Akbar, M.B.A., ciPM., CPA ,CSFA., CFrA. Integritas | Independensi | Profesionalisme
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PENERAPAN PEMERIKSAAN LFAR

BPK Perwakilan Provinsi Aceh
Provinsi Lampung

Provinsi Banten

Provinsi DKI Jakarta

Provinsi Jawa Timur.

OBIJEK
PEMERIKSAAN LFAR
PADA LKPD TA 2019

WAL

iy D

LAPORAN
HASIL PEMERIKSAAN KINERJA

UDARI DANS SEXTON MANSTORTAS! DARAT 2204

- PEMERINTAH FROVINS! D1 MEARTA T4 2019
m e
.r.,‘ - |
e ., ...
I 'y »

BANTEN

TOPIK PEMERIKSAAN KINERJA

@ Bidang infrasktruktur
Perwakilan Provinsi Aceh, Lampung dan Jawa Timur

uuuuuuuuuuu

] LAFCE AN BARE. FEMERICEL AN EINEEIL

¥
FERTION % CRATA FOERIST AR DAF AR TNTTE
e
T U ECTE AR (ARG AR BT

TAHE™

e LAPORAN

S BT o F PR LML

Bk TT A0 TTRE AT HASIL PEMERIKSAAN KINERJA

© Penanggulangan Bencana pada Tahap Pra Bencana
Perwakilan Provinsi Banten

Pengendalian Pencemaran udara
. Perwakilan Provinsi DKI Jakarta

L EFEKTIVITAS PROGRAM
ﬂ a T PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN
JALAN DAN JEMBATAN
= TA 2019

PEMERINTAH PROVINSI/KAB/KOTA
DI WILAYAH PROVINSI JAWA TIMUR

rof. Dr. Bahrullah Akbar, M.BA., ciPM., CPA,CSFA., CFA. Integritas | Independensi | Profesionalisme
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Kesimpulan < ) N
audit universe yang diterapkan oleh

: pemeriksa intern di organisasnya akan

sangat membantu audit universe yang

dilaksanakan oleh pemeriksa eksternal

4

audit universe yang dikombinasikan dengan
big data analytics merupakan keniscayaan di
tengah pesatnya perkembangan informasi
digital pada era revolusi industri 4.0 dan
kondisi pandemik covid 19 pada saat ini.

(GIED -

-

Pemeriksaan- )

\

audit universe yang komprehensif
dapat mengakselarasi transparansi dan
akuntabilitas keuangan negara dan
daerah

Pemerintahan Daerah

Penerapan audit universe di
Pemerintahan Daerah ditentukan
oleh kolaborasi antara auditor
internal dan eksternal.

20 Prof. Dr. Bahrullah Akbar, m.B.A., ciPMm., CPA ,CSFA., CFrA.

4
Keberhasilan Kolaborasi antara Pemeriksa Intelb
dan Pemeriksa Ekstern diharapkan ikut
mendorong budaya organisasi Pemda agar
transparan dan akuntabel, dengan dukungan
Kemendagri terkait dengan fungsi pembinaan

k dan pengawasan Pemda. /

Integritas | Independensi | Profesionalisme
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RIWAYAT HIDUP

KETERANGAN PRIBADI
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